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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDO~ESIA . . . . . . 

PERATURAN .MENTERI ~ESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor ·= 478/MENKES/Peratu~an/X/1990 

TE NT A ·. N G 

UPAYA Kf.:SEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DAI<AH 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa upaya kesehatan di bidang trantusi darah sebaga~ 
bagian dari upaya kesehatan, pelaksanaannya perlu oida 
yag.unakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyaraka:t da­
lam -mewujudkan ~etajat kesehatan yang optimal sesuai · 

Mengingat 

.dengan tujuan Sistem ~esehatan Nasional. 

b . ... bahwa Palang Merah Indonesia sebagai pihak yang ·c;J.iper-. .. 
~ caya oleh pemerintah · untuk menyelenggarakan upaya kese 

hatah tranfusi darah sebagaimana diatur dalam Peratur~ . 
an Pemerintah Nomor: · 1a ·tahun l~ao, perlu dibantu su­

. pa ya dapa t menj alankan tug as d.an furigs'inya dengan baik. 
. . . 

c. bahwa sehub.ungan dengan h~ruf a dan b tersebut diatas 
maka upaya kesehatan di Bidang Tranfusi Darah perlu ~i 

· tetapkan dalam Peraturan Menteri.Ke~ehatan. l · 

L Undang-undang Nomor 9 tah.un 1960. tentang Pokok-Pokok 
. Kesehc;itan ('Lembaran Negara ·tahun ,1960 Numor 131, tam -
bahan Lembaran Negara Nomor' · 2 o 6 8) ; 

2. · Undang-Undang nomor 6 . tahun 1963 tentang 'l'enaga Kese -
ha tan ( Lembaran Ne·gara tahun 1 .963 Nomor ·79· T'a.mbahan 
Lembaran .Negara Nomor 2567)1 , 

3~ Peraturan Pemerintah Nomor l8 tahuri 1980 tehtang 1ran~ 
fusi · Darah ( Lembaran . ·Negara tah~n 1980 Nomor · 27 Tambah 
an Lembaran Negara Nomor 3165} ~ 

4. Peraturan Ment~ri Kesehatan Republik 'lndonesia Nornor 
023/Bir-hub/1972 tentang Kegiatan P~lang Merah Indohe~ 
sia di bidang Kesehatari. · 

5. Keputusan Menteri Kesehatan · Republik Indones~a. Nomor 
558/Men. Kes /SK/ 1984 ten tang Organisasi dan Tata l<er·j~ 
Departemen Kesehat.an. · 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan •. PERATURAN MENTER! KESE~ATAN .REPUBLIK INDONESIA TENTAN~ 
UPAYA KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DARAH . 

. •, 
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BAB I -

KETEN'l'UAN UMUM 

Pasal 1 

. Yang dimaksud :ida:l.'.am Peraturan Menteri Ke.sehatan · ini ·dengan : 

a. Upay~ Kesehat.an .Tranfusi ·oarah adalah u~aya kes~hatan · ber~pa'. 
• segala tindakan yang dilakukan: .dengan tujuan untuk memungkin 
k~n penggunaan darah bagi · keperluan ~~n~ob~t~n dan ' pemulihan 
kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan : perwum~ 
bang darah, pengambilan·, · pengamanan ~ pengolahan

1
penyimpanan . 

·dan · penyampaian darah· kepada pasien · melalui sarana pelayan- · 
an kesehatan. · · 

b. Darah adalah darah manusia ata4 bagian-bagiannya yang diam 
bil dan d~rilah secara khtisus untuk. tujuaq pengobatan dan pe­
mulihan ke$ehatan. 

c. Tranfusi Darah ' adalah tindakan medis . memberikan darah kepada 
, penderita. yang darahnya teLah tersedia dalam kemasan yang me 
menuhi syarat kesehatan, secara langsung a_ta~pun tidak lang­
sung. 

d. Peny.umbang .darah adalah orang yang secara suka re la memberi . -
kan darah untuk maksud dan tujuan tranfusi ·aarah. 

e. Unit Tranfusi Darah Palang Merah lndonesia yang selanjutnya 
disebut UTD PMI adalah unit . penyelenggara .Tranfusi Darah pa­
da Palang Merah Indo~esi~. 

~. · Instansi ··lain adalah saranri pelay~nan keseh~tan milik peme ~ 
rintah atau swasta ya.ng me111punyai kemampuan untuk meny.eleng­
garakan ,µpaya kesehatan tranfusi ~arah. 

g. Ka.Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
Prop_insi. - · 

h. Direktur Jend.eral adalah Dire.ktur Jenderal ~elayanan Medik. 

i. Men~eri adalah Menteri Kesehat~n Republik Indonesia • 

BAB. r'r 
i?ENYELENGGARAAN 

Pas al.. 2 

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatari tranfusi darah terutama di -
laksanakan oleh UTD PMI. 

(2) Upaya kesehatan tranfusi darah dapat diselenggarakan oleh 
Instansi lain yang' ditunjuk oleh Ka.Kanw{l apabila pa4a sua­
tu daerah belum ada UTD PM! y~n~ mampu menyelengga~aka~ Upa­
ya Kesehatan Tranfusi Darah~ ' 

- . 
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(3) Insta~si lain sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menghenti­
kan ke.giatan upaya .kesehatan tranfusi darah ap?tbila Palang 
Merah Indonesia seternpat teiah memiliki ·UTD PMI • 

. ( 4) ·Persyaratan teknis bagi I.n$tansi lain un'tuk dapat melakukan 
upaya kesehatan tranfusi darah ditetapkan oleh Direktur ·Jen . - ' 
deral. 

Pasal. 3 . 

UTD PMI dan Ins tansi. lain sebagaimana dirnaksud ·pasal ( 2) mempu­
nyai kegiatan yang mel_iputi : · -

I' ' ' 

a. K~gi~tan ?~n medik~ yaitu pengerahan p~nyumbang · ~arah. _ 

b. Keg ia tan medik yai tu : 

1. perigambi'lan 
2 • _ pengaman'an 

3 • . pengoiahan 

4. penyimpanan dan 

5. penyampaian/pendistribusian darah. 

·Pasal. 4 

Dalam melaksanakan pengerahan, - penyumbang darah harus memperha­
tikan · unsur etis dan norma yang berlaku _dalam masyarakat. -

Pasal. 5 
( 1) Dal.'lm pengambilQ.n darah harus _ memperhatikan kesela ·i1atan pe -

. nyumi:>ang darah ·, teru1:ama yang menyangkut juml.ah dclrah yang 
diambil, jangka waktu . pengambilan. · · 

. ~ . ' , . -
(2) Pengambilan darah ha~us dari penyumbang · darah sukarela. 

( 3) Darsih tid~ boleh diperjualbelikan dengan" dalih apapuri juga. 

Pasal,. 6 ' 

(1) Pengamanan ~arah harus dilaksanakan untuk menjaga keselamat- · 
an pasien,me-ncegah penularanpeny~kit akibat tranfusi darah . 

(2) Kegiatan pengamanan sebagai~ana _dimaksud ayat (1) juga me 
-nyangkut pemerik:saan laboratorium, pembe-ria.n label, penentu-.. -
ah · golon~an darah dan pengamunan k~rahasiaan hasil pemeriksa 
an darah. · 

Pas al. ·· 7 

( 1) Pengolahan darah harus dilakukan sesuai dengan standar .. ': yang 
berlaku . -

(2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud ayat (1) terutama dila 
kukan untuk menyia~kan darah ' y,ng aman dan siap pakai 'untuk 

- tranfusi a.tau pe~golahan lain' menjadi kornponen-komponen da -
rah, sesuai dengan kebutuhan tranfUsi · 
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(3) Dalam hal terdapat hasil 'pengolahan darah yang .tidak meinenubi 
syarat sesuai deng~n standar seoagaimana dimaksud ayat ( 1-) 
dan (2) harus dilakukan pengamanan dengan memperhatikan kese­
lamatan lingkungan . 

Pasal 8 
Penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan · teknis penyimpanan. 
baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain unt~.k 
terpeliharanya mutu -darah. 

Pasal 9 
(1) UTD PMI menyampaikan darah yang · telah siap pakai kepada sara­

na pelayanan kesehatan yang rnemerlukan, untuk kepentingan pe"".' 
ngobatan dan pemulihan kesehatan pasien~ · ' 

(2) Penyampaian darah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memper-
hatikan pridritas dan pemerataan pelayanan sesuai dengan kebu 
tuhan. 

Pasal 10 
Tata cara dan persyaratan teknis .· kegiatan pengainbilan, pengaman · 
an. pengolahan dan pen,yimpanan . serta penyampaian darah· s 'ebagaimana 
dimqksud dalain pasal 5, 6, . 7 , '. 8 dan 9 . 'di tetapkan oleh Direktur 
Jenderal. · 

(1) 
Pasal 11 

Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi "darah sebagaimana. di · 
maksud pasa1 ' 3 harus dilakukan ·oleh .tenaga k~sehatan yang s~ 
suai dengan tug~s pekerjaan ut>'aya kesenatan tranfusi P.arah. · 

·' . 
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana 'di 

maksud ayat { i) hai::us dibawah pengawasan . seorang dokter •. 
. 

( 3) Jeni.a tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat·. ( 1) ditet~p­
kan oleh Direktur Jenderal. 

BAB I;II 
P E R I Z I N A ·N 

Pasa1 '12 
(1) Pendirian UTD PMI, harus berpedoman pada kebutuhan darah dan 

kemampuan tersedianya penyumbang darah diwilayah serta harus 
sudah memiliki bangunan, peralatan dan tenaga pengelola · yang 
memenuhi syarat teknis · tertentu. 

(2) Untuk pendirian UTD PMI, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
dapat izin dari Kanwil setempat. 

( 3) Kanwil dalam member.ikan izln, berpedoman · pafla peraturan tek­
nis yaqg telah ditetapkan oleh ~irektur Jenderal. 
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Pasal. 13 

(1) Pengiriman atau penerimaan darah dari dan ke Indonesia hanya 
dapat dilakukan untuk keperluan penelitian ilmiah dan · pengem~ 
bangan atau dalam rangka kerj·a sarna antara Perhimpunan Palang 
Merah Indonesia dengan · Perhimpunan Palang Merah lain atau Ba­
dLln-Badan lain yang tidak bersifat kom.ersial. 

. ( 2) L~ in sebagaimana · dimaksud ayat . ( 1) diberikan oleh Direktur 
Jenderal, atas permintaan tettulis dis~rtai penjelasan yang 
menyangkut : 

a. Jeriis dan jumlah . darah. 

b. Tuj~an pengiriman atau penerimaan. 

c. Neg~ra tujuan atau negara as~l. 

(3) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal~ · · 

Pasal. 14 

(1) UTD PMI dan Instansi lain hanya dapat menerlma darl luar . neg~ ­
ri, produk-pioduk plasma darah yang bclum dapat diproduks~ di 
Indonesia 7 yang dipergunakan untuk kepentingan pengobatan. dan 
penyembuhan pasien. 

(2) Izin ~an persyaratan teknis penerimaan produk-produk plasma 
sebagaimana dimaksud aya t ( 1) di te-tapkan oleh Direktur Jende­
ral Pengawasan Ob~t dan Makanan~ 

BAB. IV 

SUBSIDI DAN KETENAGAAN 

Pasal. 15 

(1) Kdpada UTD PMI akan diberikan subsidi berupa bahan, pe~alatan 1 
dana atau fasilitas lainnya yang dibebankan melalui anggaran 
Departemen Kesehatan. 

(2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan de 
ngan anggaran yang tersedia. 

( 3) Permohonan subsidi. sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diajukan · 
oleh pengurus pusat Palang Merah Indonesia yang berasai · aari 
usulan UTD PMI . Daerah dan 0TD PMI Cabang, kepada Menteri. 

(4) Tata<.::ara permohonan dan pemberian subsidi ditetapkan oleh 
Direktur Jenneral~ 

Pasal. 19 
(1) Kepada UTD PMI akan diberikan bantuan tenaga kesehatan ' medik 

dan parar.n.cdlk yang j·umlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan 
memperh~tLkan kepenting~n pengadaan tenaga kesehatan untuk · 
sarana pelayanan kesehatan lainnya. 
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(2) Tenaga Kesehatan sebagairnana dimaksud ayat (1) berkedudukan 
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperban-
tukan dan berkedudukan sebagai tenaga fungsional. 1 

; 

(3) Perrnintaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) . di­
ajukan oleh Pengurus Pusat Palang .Merah Indonesia yang b~rla­
sal dari perrnohonan UTD PMI Daerah dan UTD PMI Cabang kepada 
Menteri. · 

(4) Menteri dapat mempekerjakan atau memperbantukan tenaga kese­
hatan sebagaimana dimaksud ayat (i) pada UTD PMI melalui Ka 
Kanwil sesuai dengan usulan Ketua Palang Merah Indonesia­
setempat. 

(5) Pengembalian Tenaga Kesehatan dari UTD PMI kepada Menteri di­
sampaikan melalui Ka Kanwil atas usul Ketua Palang Merah Indo 
nesia setempat. 

(6) Masa Kerja selama melaksanakan tugas di UTD PMI dihitung pe~ 
nuh sebagai masa' kerja aktif pegawai. 

Pasal 17 
Pendidikan dan Latihan untuk tenaga pelaksana tranfusi darah sela 
in tenaga kesehatan yang ditentukan, dapat diselenggarakan oleh 
Palang Merah Indonesia setelah mendapat · persetujuan . Departemen 
Kesehatan. · 

BAB V · 
BIAYA PENGGANTIAN PENGGUNAAN DARAH 

l?asal 18 
(1) Biaya penggantian penggunaan darah dapat diperoleh da~i pa­

sien dengan .tidak untuk mencari keuntungan. 

(2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitung­
kan sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk komponen kegiat 
an yang meliputi pendistribusian/periyampaian darah, pembinaan 

. donor. adniinistrasi cetak dan pema;kaian '. bahan/ alat habis 
pakqi: 

(3) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat · (2) ditetapkan 
berdasarkan po la perhi tung an yang . di tetapkan · oleh Direktur 
Jenderal • 

(4) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) .dite 
tapkan oleh Ka Kanwil setempat atas usul dari UTD PMI yang 
berpedoman pada pola perhitungan seperti ayat (3) serta 
dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat. 

BAB VI 
PENELITIAN DAN PENGEM13ANGAN 

Pasal 19 
UTD PMI dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan upa­
ya kesehatan tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuari. 

1, ' 
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BAB. VII 

TANDA P~NGHARGAA~ 

Pasal. 20 

·~ .. 

·(1) Kepida penyumbang darah dapat diberikan tanda · pengharga~n dari 
pengurus pusat Palang Merah Indonesia · b~ru~a : · 

~- ·Piagam pen~harga~an 

b. Peniti 

c. Medali 

(2) Pengurus .pusat PalangMeiah Indonesfa ' dapat melimpahkan wewe - · 
nang pemb~rian tanda peng~argaan sebagaimana dimaksud ayat · ~l) 
pada Pengurus Daerah Palang . Merah Indonesia; 

BAB. V~.II 

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

.. . Pasal.- 21 · 

( 1) U'l'D PMI dan instansi lain harus melakukan pencatatan dan pela- · 
_poran yang mencakup penyelenggaraan upaya ' kesehatan tranfusi· 
darah. 

( 2) Pen~atatan dan pelapbran · sebagaimana dimak.sud ayat ( 1) juga m~ .. 
liputi kegiatan pengiriman, pen~rimaan dan pendistribusian da­
rah1maupun produk - produk plasma darah. dari dan ke Indonesia. 

( 3) Pelaporan se.bagaimana . dimaksud ayat ( 1) oan ( 2 )· dikirimkan se-. 
cara berk~ia kepada Menteri; · · · · 

( 4) Tataca.ra pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud aypt ( 1) 
dite~apkan oleh Direktur Jenderalw 

BAB IX 

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 22 

( J ) Bimbingan dan pengawasari terhadap upaya kesehatan ~ranfusi da~ 
rtih dilakukan oleh Direktur Jenderal. 

( 2) . Bimbingan dan pengawasan di lingkungan Palang Merah Indones .ia 
diselenggarakan sesuai dengan tata lakqana yang berlaku ·pada 
Palang· Merah Indonesia. 

BAB · X 

DEWAN TRANFUSI DARAH 

Pasal 23 

Menteri dapat membentuk Dewan Tranfusi Darah yang keanggotaannya 
terdiri dari wakil-wakil Departemep Keseh~tan, ~engurus Pusat Pa­
lang Merah Indonesia, Organisasi Profesi dan Departemen lain yang 
terkai t, untuk membantu Menteri dalam merumuskan kebijaksanaan 7 
membina dan mengembangkan segala s~suatu · yang berhubungan .dengan 
upaya kesehat~n tranfusi darcih. ~ · 
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BAB. XI 

S A N K S I 

Pasal. 24 

Dengan tidak rnengurangi' ketentuan pidana berdasar.kan , peraturan 
perundang-und~ngan yang berlaku1 Menteri atau Pejabat yang cti­
tunjuk dapat rnengenakan sanksi administra~if te.rhadap pelang: ­
garan ketentuan-ketentuan ini. 

; . 
BAB. XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 25 

UTD PMI yi;rng tt~lah n;1<1 1 1:iyE~len·;;Jgara'kan · upaya kesehatan tranfus.i 
darah harus rnenyesu1:i:Lkan diri dengan ketentuan-ketentuan · i .ni 
selarnbat"".larnbatnya 1 { sa.t\1) tahun .· sejak · berlakunya peraturan 
ini. · 

BAB. XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal .• 26 · 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini rnaka: ·Perai:uran Menteri 
Kesehatan ·Republik · Indonesia Nomor 024/Blrhub/197j teot~ng 
Usaha Palang Merah ' Ipdonesia ·ai Bidang Tn.:nf\Jsi Darah dinyata-
kan tidak berlaku lagi. · 

Pasal 27 
Pyratu~an Menteri . ini mulai berlaku sej~k tanggal . d~tetapkan. 

·.. . 
Agar sc:ftiap cirang mengetahuinya, memerintahkan ' pengundangan Pe 
rafuran Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara-
Rupublik Indonesia. · · 

D+TETAPKAN DI JAKARTA 

· ~ OKTOBER -1990 

INDONESIA tJl . 
. ·:· i J 

t ~ 
• 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-1 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REP. INDONESIA 
NOMOR : 478/MENKES/PERATURAN/X/1990 

TENTANG 
UPAYA .KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DAR~H 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa upaya kesehatan di bidang 
tranfusi darah sebagai bagian 
dari upaya kesehatan, pelaksana­
annya perlu didayagunakan agar 
dapat memenuhi kebutuhan masya -
rakat dalam mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal sesuai 
dengan tujuan Sistem Kesehatan 
Nasional. 

b. bahwa Palang Merah Indonesia se­
bagai pihak yang dipercaya oleh 
pemerintah untuk menyelenggara -
kan upaya kesehatan tranfusi da­
rah sebagaimana diatur dalam Per 
aturan Pemerintah Nomor 18 tahun 
1980, perlu dibantu supaya dapat 
menjalankan tugas dan .fungsinya 
dengan baik. 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a 
dan b tersebut diatas maka upaya 
kesehatan di Bidang Tranfusi Da­
rah perlu ditetapkan dalam Per­
aturan Menteri Kesehatan. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Kesehatan 
(Lembaran Negara tahun 1960 No­
mor 131, . tambahan Lembaran Nega­
ra Nomor 2068); 

2. Undang-Undang nomor 6 tahun 
1963 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara tahun 1963 No­
mor 79 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2567); 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-2 

Menetapkan 

3. Peraturan Pernerintah Nornor 18 ta­
hun 1980 tentang Tranfusi Da.rah 
(Lembaran Negara tahun 1980 Nornor 
27 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
3165); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Repu -
blik Indonesia Nornor 023/Bir-hub/ 
1972 tentang Kegiatan Palang Merah 
Indonesia di bidang Kesehatan. 

5. Keputusan Menteri Kesehatan Repu­
blik Indonesia Nomor 558/Men.Kes/ 
SK/1984 tentang Organisasi dan Ta­
ta Kerja Departernen Kesehatan. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG UPAYA KESEHATAN DI 
BIDANG TRANFUSI DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan ini dengan : 

a. Upaya Kesehatan Tranfusi Daerah 
adalah upaya kesehatan berupa se -
gala tindakan yang dilakukan de­
ngan tujuan untuk memungkinkan 
penggunaan darah bagi keperluan 
pengobatan dan pemulihan kesehatan 
yang mencakup kegiatan-kegiatan 
pengerahan pen. mbang darah, peng­
ambilan, pengamanan, -pengolahan, 
penyirnpanan dan penyampaian darah 
kepada pasien melalui sarana pela­
yanan kesehatan. 
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b. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagian 
nya yang diambil dan diolah secara khusus 
untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kese-
hatan. · · 

membe­
darahnya 

mernenuhi 

c. Tranfusi Da.rah adalah tindakan medis 
rikan darah kepada penderita yang 
telah tersedia dalam kemasan yang 
syarat kesehatan, secara langsung 
tidak langsung. 

a tau pun 

d. Penyurnbang darah adalah orang yan.g secara su-
ka rela rnernberikan darah untuk maksud dan 
tujuan tranfusi darah. 

e . Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia 
yang selanjutnya disebut UTD PMI adalah unit 
penyelenggara Tranfusi Daerah pada Palang Me­
rah Indonesia. 

f. Instansi lain adalah sarana pelayanan kesehat 
an milik pernerintah atau swasta yang · mempu­
nyai kemampuan untuk menyelenggarakan upaya 
kesehatan tranfusi darah. 

g. Ka Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Depar­
temen Kesehatan Propinsi. 

h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 
Pelayanan Medik. 

i. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik In­
donesia. 

BAB II 
PENYE LENGGAP.AAN 

Pasal 2 

(1) Penyelensrnaraan upaya kesehat:m tranfusi da­
rah terutama dilaksanakan olc~h UTD PMI. 

(2) Upaya kesehatan tranfusi darah dapat dise­
lenggarakan oleh Instansi lain yang ditunjuk 
oleh Ka Kanwil auabila 0ada suatu daerah 
belum ada UTD PMI yang mampu menyelenggara -
kan Unava Kesehatan ·Ti-anfusi Daerah. 

(3) Instansi lairi sebagaimana dimaksud ayat (2) 
harus menghentikan kegiatan upaya kesehatan 
tranfusi darah apabila Palang Merah Indone -
sia setenipat telah memiliki UTD PMI. 
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(4) Persyaratan teknis bagi Instansi lain untuk 
dapat melakukan upaya kesehatan tranfusi daerah 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 3 

UTD PM! dan Instansi lain sebagaimana dimaksud pa­
sal (2) mempunyai kegiatan yang meliputi : 

a. Kegiatan non medik, yaitu pengerahan penyumbang 
darah. 

b. Kegiatan medik yaitu : 
1. pengambiian 
2. pengamanan 
3. pengolahan 
4. penyimpanan dan 
5. penyampaian/pendistribusian darah. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan pengerahan, penymbang darah ha­
rus memperhatikan unsur etis dan norma yang berla­

. ku dalam masyarakat. 

Pasal 5 

(1) Dalam pengambilan darah harus memperhatikan 
keselamatan penyumbang daerah, terutama yang 
menyangkut jumlah daerah yang diambil, jangka 
waktu p~ngarnbilan. 

(2) Pengambilan darah harus dari penyumaang darah 
sul~arela. 

(3) Darah tidak boleh diperjual belikan dengan da­
lih apapun juga. 

Pasal 6 

(1) Pengamanan darah harus dilaksanakan untuk men­
jaga 1~eselam2'.:::m pasien, mencegah penularan pe 
nyaki t akiba-c '-1·anfusi darah. -

(2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) juga menyangkut pemeriksaan laboratorium, 
pemberian label, penentuan golongan darah dan 
pengamanan kei-ahasiaan hasil pemeriksaan darah. 
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Pasal 7 

(1) Pengolahan darah harus dilakukan sesuai de­
ngan standard yang berlaku. 

(2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud ayat 
(1) terutama dilakukan untuk menyiapkan da­
rah yang arnan dan siap pakai untuk tranfusi 
atau pengolahan lain menjadi komponen-kompo­
nen darah, sesuai dengan kebutuhan tranfusi. 

(3) Dalam hal terdapat hasil pengolahan darah 
yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan 
standar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
(2) harus dilakukan pengamanan dengan mem­
perhatikan keselamatan lingkungan. 

Pasal 8 

Penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan tek 
nis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyim: 
panan maupun persyaratan lain untuk terpelihara-
nya mu tu darah. · 

Pasal 9 

(1) UTD PM! menyampaikan darah yang telah siap 
pakai kepada sarana pelayanan kesehatan yang 
memerlukan, untuk kepentingan pengobatan dan 
pemulihan kesehatan pasien. 

(2) Penyampaian darah sebagaimana dimaksud ayat 
(1) harus memperhatikan prioritas dan peme­
rataan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 10 

Tata cara dan persyaratan teknis kegiatan _ peng­
ambilan, pengamanan, pengolahan dan penyirnpanan 
~erta penyampaian darah sebagaimana dirnaksud da-
1 am pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 ditetapkan oleh Di­
rektur Jenderal. , 

Pasal 11 

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi da­
rah sebagairnana dimaksud pasal 3 harus dila-

· kukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai de­
ngan tugas pekerjaan upaya kesehatan tranfu­
si darah. 
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(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi da­
Lah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diba­
wah nenuawasan seoranu dokter. 

(3) .Tenis tenava kesehatan sebauaimana dimaksud 
ayat (1) di tetapkan oleh Direktur .Tenderal. 

BAB III 
P E R I Z I N A N 

Pasal 12 

(1) Pendirian UTD PMI, harus berpedoman pada ke­
butuhan darah dan kemampuan tersedianya pe­
nyumbang darah diwilayah serta harus sudah 
memiliki bangunan, peralatan dan tenaga penge 
Iola yang memenuhi syarat teknis tertentu. -

(2) Untuk pendirian UTD PMI, sebagaimana dimak­
sud ayat (1) harus dapat izin dari Kanwil se­
tempat. 

(3) Kanwil dalam memberikan izin, berpedoman pada 
peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

Pasal 13 

(1) Pengiriman atau penerimaan darah dari dan ke 
Indonesia hanya dapat dilakukan untuk keperlu 
an penelitian ilmiah dan pengembangan . atau 
dalam rangka kerja sama antara Perhimpunan 
Palang Merah Indonesia dengan Perhimpunan Pa­
lang Merah lain atau Badan-badan lain yang 
tidak bersifat komersial. · 

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 
oleh Direktur Jenderal, atas permintaan ter­
tulis disertai penjelasan yang menyangkut 

a. Jenis dan jumlah darah . 
b. Tujuan pengiriman atau penerimaan. 
c. Negara tujuan at au negara asal. 

(3) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) di tetapkan ol eh D_irektur Jenderal. 
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Pasal 14 

(1) UTD PMI dan Instansi lain hanya clapat mene­
rima dari luar negeri, produk-produk plasma 
darah yang belum clapat diproduksi di Indo -
nesia, yang dipergunakan untuk kepentingan 
pengobatan dan penyembuhan pasien. 

(2) Izin dan persyaratan teknis penerimaan pro­
duk-produk plasma sebagaimana dimaksud ayat 
(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peng­
awasan Obat dan Makanan. 

BAB IV 
SUBSIDI DAN KETENAGAAN 

Pasal 15 

(1) Kepada UTD PMI akan diberikan subsidi beru-
pa bahan, peralatan, dana atau fasilitas 
lainnya yang dibebankan melalui anggaran 
Departemen Kesehatan. · 

(2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksucl ayat 
(1) disesuaikan clengan anggaran yang terse­
dia. 

(3) Permohonan subsicli sebagaimana dimaksud 
ayat (1) diajukan oleh pengurus pusat Pa­
lang Merah Indonesia yang berasal dari usul 
an UTD PMI Daerah clan UTD PMI Cabang, kepa: 
cla Menteri. 

(4) Tatacara permohonan dan pemberian subsidi 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 16 

(1) Kepada UTD PMI akan diberikan bantuan tena­
ga kesehatan medik dan paramedik yang jum­
lahnya disesuaikan dengan kebutuhan, clan 
memperhatikan kepentingan pengadaan tenaga 
kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan 
lainnya. 
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(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil 
yang dipekerjakan atau diperbantukan dan ber­
kedudukan sebagai tenaga fungsional. 

(3) Permintaan tenaga kesehatan sebagaimana di­
maksud ayat (1) diajukan oleh Pengurus Pusat 
Palang Merah Indonesia yang berasal dari per­
mohonan UTD PMI Daerah dan UTD PMI Cabang 
kepada Menteri. 

(4) Menteri dapat mempekerjakan atau memperbantu­
kan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) pada UTD PMI melalui Ka Kanwil sesuai de­
ngan usulan Ketua Palang Merah Indonesia se­
tempat. 

(5) Pengembalian Tenaga Kesehatan dari UTD PMI 
kepada Menteri disampaikan melalui Ka Kanwil 
atas usul Ketua Palang Merah Indonesia setem­
pat. 

(6) Masa Kerja selama rnelaksanakan tugas di UTD 
PMI dihitung penuh sebagai masa kerja aktif 
pegawai. 

Pasal 17 

Pendidikan dan Latihan untuk tenaga pelaksana 
tranfusi darah selain tenaga kesehatan yang di­
tentukan, dapat diselenggarakan oleh Palang Merah 
Indonesia setelah mendapat persetujuan Departernen 
Kesehatan. 

BAB V 
BIAYA PENGGANTIAN PENGGUNAAN DARAH 

Pasal 18 

(1) Biaya penggantian penggunaan darah dapat di­
peroleh dari pasien dengan t i dak untuk rnenca­
ri keuntungan. 
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(2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat 
(1), diperhitungkan sesuai dengan biaya yang 
diperlukan untuk komponen kegiatan yang me-
1 iputi pendistribusian/penyampaian darah , 
pembinaan donor, administrasi cetak dan pe­
makaian bahan/ala~ habis pakai. 

(3) Biaya penggantian s ebagaimana dimaksud ayat 
(2) ditetapkan berdasarkan pola perhitungan 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(4) Besarnya biaya penggantian sebagaimana 01-

maksud ayat (1) ditetapkan oleh Ka Kanwil 
setempat atas usu! dari UTD PMI yang berpe -
doman pada pola perhitungan seperti ayat (3) 
serta dengan memperhatikan kemampuan masya -
rakat setempat. 

BAB VI 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 19 

UTD PMI dapat melakukan kegiatan penelitian dan 
pengembangan upaya kesehatan tranfusi darah se­
suai dengan kebutuhan dan kemampuan. 

BAB VII 
TANDA PENGHARGAAN 

Pasal 20 

(1) Kepada penyurnbang darah dapat diberikan tan­
da penghargaan dari pengurus pusat Palang 
Merah Indonesia berupa 

a. Piagam penghargaan 
b. Peniti 
c. Medali 

(2) Pengurus pusat Palang Merah Indonesia dapat 
melimpahkan welvenang pemberian tanda penghar 
gaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pe : 
ngurus Daerah Palang Merah Indonesia. 
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BAB VIII 
PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 21 

U-10 

(1) UTD PMI dan instansi lain harus melakukan pen­
catatan dan pelaporan yang mencakup penyeleng­
garaan upaya kesehatan tranfusi darah. 

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) juga meliputi kegiatan pengiriman, pe 
nerimaan dan pendistribusian darah, maupun -
produk-produk plasma darah dari dan ke Indone­
sia. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
(2) dikirimkan secara berkala kepada Menteri . 

. (4) Tatacara pencatatan dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jen 
deral. 

BAB IX 
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 22 

(1) Bimbingan dan pengawasan terhadap upaya kese­
hatan tranfusi darah dilakukan oleh Direktur 
Jenderal. 

(2) Bimbingan dan pengawasan di iingkungan Palang 
Merah Indonesia diselenggarakan sesuai dengan 
tata laksana yang berlaku pada Palang Merah 
Indonesia. 

BAB X 
DEWAN TRANFUSI DARAH 

Pasal 23 

Menteri dapat rnembentuk Dewan Tranfusi Darah yang 
keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen 
Kesehatan, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, 
Organisasi Prof esi dan Departemen lain yang terka­
i t, untuk membantu Menteri dalam merumuskan kebi -
jaksanaan, membina dan mengembangkan segala sesua­
tu yang berhubungan dengan upaya kesehatan tranfu­
si darah. 
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BAB XI 
S A N K S I 

Pasal · 24 

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana berda­
sar kan peraturan perundang-undangan yang berla­
ku, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat me­
ngenakan sanksi administratif terhadap pelang­
garan ketentuan-ketentuan ini , 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

UTD PMI yang telah menyelenggarakan upaya kese­
hatan tranfusi darah harus menyesuaikan diri de­
ngan ketentuan-ketentuan ini selambat-lambatnya 
1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini. 

BAB XIII 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal 26 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Per 
aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 
mor 024/Birhub/1972 tentang Usaha Palang Merah 
Indonesia di Bidang Tranfusi Darah dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

Pasal 27 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tang -
gal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem­
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

DiTETAPKAN DI : J A K A R T A 
PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 1990 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. ADHYATMA, MPH. 


